
KEBIJAKAN  
DBH 

 

SUBDIT DBH 

DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN 

KEMENTERIAN KEUANGAN 

KEMENTERIAN KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 



• UU No. 33 Tahun 2004  

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah 

• PP No. 55 Tahun 2005 

Dana Perimbangan 

• PMK No. 50/PMK.07/2017 

Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 

 

DASAR HUKUM DBH 

2 



Penyaluran DBH berdasarkan realisasi 
penerimaan  tahun anggaran berjalan 
(Pasal 23 UU 33/2004) 

DANA BAGI HASIL 

PAJAK 
• PBB-P3 
• PPh 
• CHT 

SDA 

• Kehutanan 
• Minerba 
• Migas 
• Panas Bumi 
• Perikanan 

o DBH PBB dan PPh dibagi kepada daerah 
penghasil  sesuai dengan porsi yang 
ditetapkan dalam UU No. 33/2004. 

o DBH CHT dan DBH SDA dibagi dengan 
imbangan Daerah penghasil 
mendapatkan porsi lebih besar, dan  
Daerah lain  (dalam provinsi yang 
bersangkutan) mendapatkan bagian 
pemerataan  dengan porsi tertentu yang 
ditetapkan dalam UU. 

 PEMBAGIAN : By Origin 

 PENYALURAN: Based on Actual Revenue 

DBH 

Pengertian: 
DBH merupakan pendapatan APBN 
yang dialokasikan kepada daerah 
berdasarkan angka persentase untuk 
mendanai kebutuhan daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Tujuan: 
Untuk memperbaiki keseimbangan 
vertikal antara pusat dan daerah dengan 
memperhatikan potensi daerah penghasil. 
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K/K

Penghasil

PAJAK

PPh Pasal 21 dan 25/29 80 8 12

Pajak Bumi dan Bangunan 10 16,2 64,8 9

Cukai Hasil Tembakau 98 0,6 0,8 0,6

SDA

Kehutanan

IIUPH 20 16 64 -

PSDH 20 16 32 32

Dana Reboisasi 60 40* 40 -

Mineral dan Batubara

Iuran Tetap (Land-rent )

- darat dan laut <4 Mil 20 16 64 -

- 4 Mil <laut < 12 Mil 20 80

Iuran Produksi (Royalti)     

- darat dan laut <4 Mil 20 16 32 32

- 4 Mil <laut < 12 Mil 20 26 54

Dari Kawasan 

Perhutanan

Perikanan 20 - - 80

Minyak Bumi

- darat dan laut <4 Mil 84,5 3,1 6,2 6,2

- 4 Mil <laut < 12 Mil 84,5 5,17 10,33

Gas Bumi

- darat dan laut <4 Mil 69,5 6,1 12,2 12,2

- 4 Mil <laut < 12 Mil 69,5 10,17 20,33

Panas Bumi 20 16 32 32

 I. 
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 3 
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 c 

 b 
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 II 

Pusat Prov.
Biaya 

Pungut

Pemerataan 

K/K Lain

No.
Jenis Penerimaan Negara yang 

Dibagihasilkan

UU 33/2004
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 c 
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PORSI DBH ANTARA PEMERINTAH PUSAT, 
PROVINSI, DAN KAB/KOTA 

*)  Sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, alokasi DBH SDA Kehutahan Dana Reboisasi 
dialihkan dari kabupaten/kota penghasil ke provinsi penghasil. 4 



 
 

APBN 

 
 

Mendagri 

Konsultasi Batas 
Wilayah 

(Khususnya 
Daerah 

Pemekaran) 

  

  

  

Penetapan Daerah 
Penghasil 

Menteri Teknis 

 
 

SK Daerah 
Penghasil (kecuali 

perikanan) dan 
Dasar Perhitungan 

 
 

Penghitungan 
DBH SDA 

Alokasi per daerah 

Rencana 
Penerimaan 

per Prov, 
Kab./Kota 

dalam Rupiah 

Pasal. 27: 

oMenteri teknis menetapkan daerah 

penghasil dan dasar penghitungan DBH 

SDA paling lambat 60 hari sebelum T.A.  

bersangkutan dilaksanakan setelah 

berkonsultasi dengan Mendagri. 

oMenkeu menetapkan perkiraan alokasi 

DBH SDA untuk masing-masing daerah 

paling lambat 30 hari setelah diterimanya 

ketetapan dari menteri teknis.  

oPerkiraan alokasi DBH SDA Migas untuk 

masing-masing Daerah ditetapkan paling 

lambat 30 hari setelah menerima 

ketetapan dari menteri teknis, perkiraan 

bagian Pemerintah, dan perkiraan unsur2 

pengurang lainnya.  

 

MEKANISME PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DBH SDA 
(PP 55/2005 dan UU APBN 2015) 

 

 
 

 
 

PMK 

 
 

 
PERPRES 

(UU APBN 2015) 



SIKLUS PENGHITUNGAN DAN 
PENETAPAN DBH 

 

PERPRES  

“APBN” 
• Perkiraan 

Alokasi DBH 
TA 
berkenaan 

PERPRES  

“APBN-P” 
• Perkiraan 

Alokasi DBH 
TA 
berkenaan 
karena 
adanya 
perubahan 
di APBN-P 

PMK  
“Perubahan 
Alokasi Prognosa 
Realisasi” 

• Prognosa 
Realisasi TA 
Berkenaan. 
Untuk 
mengetahui 
penyaluran Tw 
IV 

PMK  
“Kurang/Lebih 
Bayar DBH” 

• Realisasi TA 
Berkenaan 
yang telah 
diaudit BPK. 
untuk 
menetapkan 
kurang/lebih 
bayar. 

1 4 3 2 

Berdasarkan PMK No. 50/PMK.07/2017,  
empat jenis penghitungan dan penetapan DBH  

TAHUN 

BERJALAN 

TAHUN 

BERIKUTNYA 

6 



Jenis DBH
Pola 

Penyaluran
 Jan Feb Mar Apr Mei  Jun  Jul  Agt Sep Okt Nov Des 

  PPh & CHT Triwulan 25% 25% ≤30% *)  sisa

  PBB Migas & panas bumi triwulan 25% 25% ≤30%
*)

 sisa 

  PBB P3 bagirata 3 tahap 30% 50%  sisa 

  PBB P3 Bagian daerah mingguan

DBH SDA (selain Perikanan 

dan Kehutanan) Triwulan  25%  25%  ≤30%
*) 

 sisa 

DBH SDA  Perikanan dan 

Kehutanan) Triwulan  15% 15% 15%  sisa 

Mulai Agustus

DBH SDA

DBH PAJAK

SIKLUS PENYALURAN DBH 

Ket *): Penyaluran paling tinggi 30% dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara semester 1 
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TRANSFORMASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DBH 

Penggunaan tambahan 
DBH SDA Migas sebesar 
0,5% hanya untuk 
pendidikan dasar 

• Tambahan DBH SDA Migas sebesar 
0,5% dapat digunakan sesuai 
kebutuhan dan prioritas daerah 
(block grant). 

• Tujuan : mengembalikan fungsi 
DBH sebagai block grant. 

UU No 33/2004: 

PERLUASAN 

UU No 18/2016 
APBN TA 2017 
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DBH SDA 

KEHUTANAN 

PERIKANAN 

MINERBA 

MIGAS 

PANAS  

BUMI 

SUMBER PNBP SDA  
YANG DIBAGIHASILKAN 

• Penerimaan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) 
• Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 
• Penerimaan Dana Reboisasi (DR) 

Kehutanan 

• Penerimaan Iuran Tetap (Land-rent) 
• Penerimaan Royalti (Royalty) 

Mineral dan Batubara 

• Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan 
• Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan 

Perikanan 

• Penerimaan SDA Minyak Bumi (- DMO, Fee UHM, Pajak-Pajak) 
• Penerimaan SDA Gas Bumi (- DMO, Fee UHM, Pajak-Pajak) 

Pertambangan Migas 

• Setoran Bagian Pemerintah (- kewajiban pajak dan pungutan lain) 
• Iuran Tetap dan Iuran Produksi 

Pertambangan Panas Bumi 

9 



DBH SDA 
MINERBA 
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PENGERTIAN DAN JENIS 
DBH SDA MINERAL DAN BATU BARA 

DBH SDA Mieral dan Batu Bara (Minerba): 

Bagian daerah yang berasal dari penerimaan SDA Minerba 

yang berasal dari Iuran Tetap (Land-Rent) dan iuran 

Eksploitasi/Eksplorasi (royalti), yang dialokasikan kepada 

daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 

Iuran produksi pemegang kuasa usaha 

pertambangan atas hasil dari 

kesempatan eksplorasi/eksploitasi. 

LAND-RENT: 
Iuran yang diterima negara sebagai imbalan 

atas kesempatan Penyelidikan Umum. 

ROYALTI: 
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Daerah Penghasil: 

Provinsi 

Provinsi 

penghasil 80% 
Kab./Kota 

penghasil 64% 

Provinsi ybs 16% 

Daerah Penghasil: 

Kab./Kota 

Provinsi 

penghasil 26% 

Seluruh 

Kab/Kota 

dalam prov ybs 

54% 

Kab./Kota 

penghasil 32% 

Kab./Kota 

lainnya dalam 

provinsi ybs 

32% 

Provinsi ybs 16% 

0,5% 

 

PORSI PEMBAGIAN DBH SDA MINERBA 

 

80% 

LAND-RENT: 

ROYALTI: 
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SIMULASI PERHITUNGAN DBH SDA MINERBA 
DAERAH PENGHASIL KAB/KOTA …..(1) 

PROV. X 

KAB. A 
KAB. B 

KAB. C 

KOTA E KAB. D 
BUKAN  

PENGHASIL 
BUKAN  

PENGHASIL 

BUKAN  

PENGHASIL 

LANDRENT: 40 M 

ROYALTI: 120 M 

 

ROYALTI: 40 M 

Daerah 
Penerimaan 

Landrent 

DBH Landrent 

Kab. A 40 M 25,6 M (64% x 40 M) 

Kab. B - - 

Kab. C - - 

Kab. D - - 

Kota E - - 

Prov. X - 6,4 M (16% x 40 M) 

Jumlah 40 M 32 M 

1. LAND RENT 
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DAERAH 
PENERIMAAN 

ROYALTI 

DBH ROYALTI 

BAGIAN PENGHASIL BAGIAN PEMERATAAN JUMLAH 

Kab. A 120 M 38,4 M  

(32% x 120 M) 

Dari Kab B  3,2 M 

(32%*40 M)/4 

41,6 M 

Kab. B 40 M 12,8 M 

(32% x 40 M) 

Dari Kab A 9,6 M 

(32%*120 M)/4  

22,4 M 

Kab. C - - Dari Kab A 9,6 M 12,8 M 

  
Dari Kab B 3,2 M 

Kab. D - - Dari Kab A 9,6 M 12,8 M 

  
Dari Kab B 3,2 M 

Kota E - - Dari Kab A 9,6 M 12,8 M 

  
Dari Kab B 3,2 M 

Prov. X - - - -  

 

25,6 M 

(16% x 160 M) 

Jumlah 160 M 128 M 

SIMULASI PERHITUNGAN DBH SDA MINERBA 
DAERAH PENGHASIL KAB/KOTA …..(2) 

2. ROYALTI 
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PROV. X 

KAB. A 

KAB. B 

KAB. C 

KOTA E 
KAB. D 

BUKAN  

PENGHASIL 

BUKAN  

PENGHASIL 

BUKAN  

PENGHASIL 

LANDRENT: 40 M 

ROYALTI: 120 M 

 

DAERAH 
PENERIMAAN 

LANDRENT 

DBH 

LANDRENT 

Kab. A 40 M 25,6 M (64% x 40 M) 

Kab. B - - 

Kab. C - - 

Kab. D - - 

Kota E - - 

Prov. X 20 M 16 M (80% x 20 M) 

Dari KAB. A:  

6,4 M (16% x 40 M) 

Jumlah 60 M 48 M 

Prov. X 
LANDRENT: 20 M 

ROYALTI: 40 M 

 

BUKAN  

PENGHASIL 

SIMULASI PERHITUNGAN DBH SDA MINERBA 
DAERAH PENGHASIL PROVINSI …..(1) 

1. LAND RENT 

15 



DAERAH 
PENERIMAAN 

ROYALTI 

DBH ROYALTI 

BAGIAN PENGHASIL BAGIAN PEMERATAAN JUMLAH 

Kab. A 120 M 38,4 M  

(32% x 120 M) 

Dari Prov. X 4,32 M 

(54%*40 M)/5 42,72 M 

Kab. B - - Dari Kab A 9,6 M 

(32% x 120 M)/4 13,92 M 

Dari Prov. X 4,32 M 

Kab. C - - Dari Kab A 9,6 M 

13,92 M 
Dari Prov. X 4,32 M 

Kab. D - - Dari Kab A 9,6 M 

13,92 M 
Dari Prov. X 4,32 M 

Kota E - - Dari Kab A 9,6 M 

13,92 M 
Dari Prov. X 4,32 M 

Prov. X 40 M Dari Prov. X 

 

10,4 M 

(26% x 40 M) - 

 

-  

 29,6 M 

Dari Kab. A 

 

19,2 M 

(16% x 120 M) 

- - 

Jumlah 160 M 128 M 

SIMULASI PERHITUNGAN DBH SDA MINERBA 
DAERAH PENGHASIL PROVINSI …..(2) 

2. ROYALTI 
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DBH SDA 
MIGAS 
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PENGERTIAN DAN JENIS 
DBH SDA MINYAK DAN GAS BUMI 

DBH SDA Minyak dan Gas Bumi (Migas): 
Bagian daerah yang berasal dari penerimaan SDA Minyak dan 

Gas Bumi yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka 

persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi 

 Penyediaan Data Teknis 

(1) DITJEN MIGAS (KEMEN. ESDM)  Data Lifting 

(2) DITJEN ANGGARAN (KEMEN.  KEUANGAN)  Data PNBP 

 

  

 

 

 Penghitungan Dan Penetapan Alokasi DBH Migas Oleh Ditjen 

Perimbangan Keuangan (KEMEN.  KEUANGAN) 

DITJEN PAJAK 

(KEMEN.  KEUANGAN) 
& PEMDA  

Faktor Pengurang (Fee Hulu 

Migas, PPN,PBB, PDRD) 

SKK MIGAS 

Revenue Entitlement 
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Daerah Penghasil: 

Provinsi 

Provinsi 

penghasil 5% 

Kab/Kota 

dalam prov ybs 10% 

15% Kab./Kota 

penghasil 6% 

Kab./Kota 

lainnya dalam 

provinsi ybs 

6% 

Provinsi ybs 3% 

Daerah Penghasil: 

Kab./Kota 

Provinsi 

penghasil 
0,17% 

Seluruh 

Kab/Kota 

dalam prov ybs 
0,33% 

Kab./Kota 

penghasil 0,2% 

Kab./Kota 

lainnya dalam 

provinsi ybs 

0,2% 

Provinsi ybs 0,1% 

0,5% 

 

PORSI PEMBAGIAN DBH SDA MINYAK BUMI 

 

+ 
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Daerah Penghasil: 

Provinsi 

Provinsi 

penghasil 10% 

Kab/Kota 

dalam prov ybs 20% 

30% Kab./Kota 

penghasil 12% 

Kab./Kota 

lainnya dalam 

provinsi ybs 

12% 

Provinsi ybs 6% 

Daerah Penghasil: 

Kab./Kota 

Provinsi 

penghasil 
0,17% 

Seluruh 

Kab/Kota 

dalam prov ybs 
0,33% 

Kab./Kota 

penghasil 0,2% 

Kab./Kota 

lainnya dalam 

provinsi ybs 

0,2% 

Provinsi ybs 0,1% 

0,5% 

 

PORSI PEMBAGIAN DBH SDA GAS BUMI 

 

+ 
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 dari Ditjen Migas :  

 Lifting dan/atau Gross Revenue  

• per daerah penghasil  

• per KKKS 

• Per jenis minyak 

 dari Ditjen Anggaran:  

   Realisasi Penerimaan SDA Migas 

• per KKKS 

• Per jenis minyak 

JENIS DATA UNTUK MENGHITUNG DBH 
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MEKANISME PERHITUNGAN DBH SDA MIGAS 

 
Lifting dan/atau Gross 

Rev. per Daerah 

Ditjen Migas 

Kem. ESDM 

 
PNBP per KKKS 

DJA 

Kemenkeu 

 

Proses Perhitungan 

Ditjen PK 

Kemenkeu 

Rasio 

Lifting/GR 

DBH per Daerah 

PNBP per 

Daerah 

Grouping 

Data 
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1 Grouping Data 

2 Menghitung Rasio dan Porsi Penerimaan SDA 

Migas per Daerah Penghasil 

3 Menghitung DBH berdasarkan persentase sesuai 

dengan UU dan PP 

4 Penyaluran Ke Daerah 

23 
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DITJEN MIGAS - Kem. ESDM 

DIT. PNBP - DJA Kemenkeu 

DAERAH 

PENGHASIL 
KKKS 

JENIS 

MINYAK 

DKI JAKARTA PHE ONWJ ARJUNA 

DKI JAKARTA PHE ONWJ 
NORTH 

WEST C 

INDRAMAYU PHE ONWJ ARJUNA 

KARAWANG PHE ONWJ ARJUNA 

KKKS 
JENIS 

MINYAK 

PERTAMINA HULU  ENERGI  

ONWJ   
ARJUNA 

PERTAMINA HULU  ENERGI  

ONWJ   

N.W 

CORNER

/ CINTA 

DIT. DAPER - DJPK Kemenkeu 

KKKS 
JENIS 

MINYAK 

DAERAH 

PENGHASIL 

PERTAMINA HULU 

ENERGI ONWJ 
ARJUNA 

 

DKI JAKARTA 

 

ARJUNA INDRAMAYU 

ARJUNA KARAWANG 

NORTH 

WEST C 
DKI JAKARTA 

1 Melakukan Grouping Data 
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2 Menghitung Rasio dan proporsi 

Penerimaan SDA Migas  

per Daerah Penghasil 

Data PNBP yang diterima dari Dit. PNBP – DJA adalah PNBP PER 
KKKS 

Data tersebut dikonversi menjadi angka PNBP PER DAERAH, 
menggunakan  pola sebaran yang bisa mendekati pembagian PNBP PER 
KKKS ke masing-masing daerah penghasil 

Untuk perhitungan Perkiraan Alokasi digunakan RASIO LIFTING, 
Sedangkan untuk perhitungan Realisasi, karena realisasi PNBP per KKKS 
dalam bentuk satuan mata uang, maka digunakan pendekatan RASIO 
GROSS REVENUE. 
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CONTOH HITUNG RASIO 
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CONTOH HITUNG PORSI PENERIMAAN SDA MIGAS  
PER DAERAH PENGHASIL 
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3 
Menghitung DBH SDA Minyak bumi 

Berdasarkan Persentase di UU dan PP 

Tujuan: Menghitung DBH bagian masing-masing daerah 

penghasil, bagian provinsi, dan kab/kota pemerataan. 

Pada provinsi yang terdapat lebih dari satu daerah penghasil, 
maka masing-masing daerah penghasil memberi dan menerima 

pemerataan dari daerah penghasil yang lain. 
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Contoh Hitung DBH Minyak Bumi Alokasi 15% 
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4 Penyaluran ke Daerah 

 Menyalurkan DBH tahun berjalan ke daerah untuk setiap 
triwulannya sesuai persentase yang diatur dalam PMK 
50/PMK.07/2017. 

 TW I  : 25 % 

 TW II  : 25 % 

 TW III  : ≤30% 

 TW IV  : sisa 
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APBN 

APBN-P 

Prognosis 
Realisasi 

} 
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Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan  

 

Gedung Radius Prawiro 

Jalan Dr Wahidin No. 1   Jakarta Pusat 10710 

Telp. 021 3509442 Fax. 021 3509443 

www.djpk.depkeu.go.id 


